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ABSTRACT

Individual taxpayer compliance at the Primary Tax Office (KPP
Pratama) Jakarta Cakung has shown a significant downward trend
from 2023 to 2025. This research aims to analyze the Impact of

Compliance Digital Literacy and Understanding of Tax Regulations on Individual

Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jakarta Cakung in 2026. The
research employs a quantitative method with data collected through
questionnaires. The sampling technique used is purposive sampling,
resulting in 100 respondents who are registered individual taxpayers
at KPP Pratama Jakarta Cakung. Data were analyzed using multiple
linear regression with SPSS version 30. The findings indicate that,
partially, Digital Literacy has a positive and significant effect, while
Understanding of Tax Regulations has a negative and significant
effect on compliance. Simultaneously, both variables have a
significant effect on Individual Taxpayer Compliance, while the
remaining variance is influenced by other factors beyond the scope of
this research.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung,
dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja). Penerapan Self-Assessment System di Indonesia memberi wewenang penuh kepada wajib
pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya, sehingga menuntut kapasitas
mandiri yang tinggi, baik dari sisi pemahaman regulasi maupun kemampuan teknis mengoperasikan
sarana pelaporan yang kini serba elektronik. Fenomena yang terjadi menunjukkan masih banyak
wajib pajak yang belum memahami peraturan pajak dan cenderung menunggu ditagih sebelum
kewajibannya.

Tabel 1.1 Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Jakarta
Cakung Tahun 2023-2025

Tahun Jumlah WP OP Terdaftar
2023 210.448
2024 408.187
2025 416.592

Sumber : Data KPP Pratama Jakarta Cakung
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Data di atas menunjukkan tren peningkatan jumlah WPOP terdaftar yang konsisten dari 210.448
pada tahun 2023 menjadi 416.592 pada tahun 2025. Namun demikian, peningkatan jumlah wajib
pajak terdaftar tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan kepatuhan dalam pelaporan dan
pembayaran pajak, di mana kesenjangan antar jumlah WPOP yang wajib lapor dengan yang benar-
benar melapor masih menjadi tantangan.

Tabel 2. Data Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP
Pratama Jakarta Cakung Tahun 2023-2025

Tahun Target Realisasi Pelaporan Rasio
Pelaporan SPT SPT WP OP
WP OP
2023 69.211 66.067 96%
2024 52.277 49.379 95%
2025 48.181 45.291 95%

Sumber : Data KPP Pratama Jakarta Cakung

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun relatif
stagnan di kisaran 95-96%. Pada tahun 2023, dari target pelaporan SPT WP OP sebanyak 69.211
wajib pajak, realisasi pelaporan tercatat sebanyak 66.067 wajib pajak, sehingga rasio kepatuhan
berada pada angka 96%. Pada tahun 2024, target pelaporan menurun cukup signifikan menjadi
52.277 wajib pajak dengan realisasi sebanyak 49.379 wajib pajak, menghasilkan rasio kepatuhan
sebesar 95%. Selanjutnya pada tahun 2025, target pelaporan kembali menurun menjadi 48.181 wajib
pajak dengan realisasi sebanyak 45.291 wajib pajak, sehingga rasio kepatuhan tetap berada pada
angka 95%. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun secara persentase rasio kepatuhan relatif
stabil, jumlah target maupun realisasi pelaporan SPT WPOP justru terus mengalami penurunan dari
tahun ke tahun. Kondisi ini mengindikasikan adanya penyusutan basis wajib pajak yang aktif
melaporkan kewajibannya, sehingga hasil ini tidak terlihat cukup baik bagi penerimaan negara dan
perlu adanya usaha lebih untuk meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak.

Kondisi ini diduga kuat dipengaruhi oleh proses transisi menuju sistem Coretax (Core Tax
Administration System) yang mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2025, di mana
ketidaksiapan sebagian wajib pajak dalam beradaptasi dengan perubahan sistem digital perpajakan
berpotensi menjadi salah satu faktor penurunan kepatuhan.

Literasi digital, yakni kemampuan individu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
secara efektif dan kritis, tercermin dalam konteks perpajakan pada kemampuan mengoperasikan e-
filing, e-billing, dan portal resmi DJP. Sejumlah studi menemukan pengaruh positif literasi digital
terhadap kepatuhan, meskipun temuan lain menunjukkan literasi digital yang rendah justru menjadi
hambatan bagi wajib pajak lanjut usia atau berpendidikan rendah, sehingga pengaruhnya bersifat
kontekstual. Di sisi lain, pemahaman peraturan perpajakan yang rendah seringkali menjadi akar
permasalahan utama yang berdampak pada kesalahan pengisian SPT, keterlambatan pelaporan,
hingga ketidakpatuhan yang tidak disengaja.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Literasi Digital dan
Pemahaman Peraturan Perpajakan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung Tahun 2026.
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KAJIAN PUSTAKA

1.

Administrasi

Sondang P. Siagian dalam Andani dan Lailatus Sa'adah (2021) menjelaskan administrasi sebagai
keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Administrasi Publik

Keban (2022) mendefinisikan administrasi publik sebagai studi tentang bagaimana berbagai
lembaga pemerintah diorganisasikan, dikelola, dan diarahkan, serta bagaimana lembaga-lembaga
tersebut berhubungan dengan organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil.

Perpajakan

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara
langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip Mardiasmo (2022) menekankan empat unsur pokok
pajak: iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang, tanpa kontraprestasi
langsung, dan digunakan untuk pengeluaran umum.

Literasi Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2022) mendefinisikan literasi digital sebagai
kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menemukan,
mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengomunikasikan konten/informasi dengan
kecakapan kognitif maupun teknikal. Variabel ini diukur melalui tiga dimensi menurut
Agusetiawati, Askandar, dan Nandiroh (2024), yaitu aplikasi perpajakan, kemudahan
menggunakan sistem e-Filing dan online, serta inovasi.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Rahmawati dan Kamil (2023) mendefinisikan pemahaman peraturan perpajakan sebagai segala
hal yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak yang telah dimengerti dengan benar dan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah
dipahami wajib pajak. Variabel ini diukur melalui lima dimensi menurut Iman et al. (2023), yaitu
pengisian SPT, perhitungan pajak terutang, waktu pembayaran, sistem perpajakan di Indonesia,
dan fungsi pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 dalam Liberty et al. (2023) menyatakan
bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan
pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Variabel ini diukur melalui empat dimensi menurut D.S.
Waulandari (2021), yaitu kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan melaporkan SPT Tahunan,
kepatuhan menghitung dan membayar pajak terutang, serta pembayaran tunggakan pajak.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh Literasi Digital dan Pemahaman Peraturan

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung Tahun
2026. Literasi digital diposisikan sebagai faktor yang memperkuat kemampuan teknis wajib pajak

dalam memanfaatkan kemudahan dan efisiensi layanan perpajakan digital, sedangkan pemahaman
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peraturan perpajakan diposisikan sebagai faktor kognitif yang membentuk kesiapan wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Aini et al. (2025), literasi digital memiliki dampak positif dalam memengaruhi
persepsi kegunaan sistem Coretax/e-Billing, karena semakin paham wajib pajak terhadap teknologi
maka pelaporan pajak dirasakan lebih sederhana, sehingga mendorong pemenuhan kewajiban
perpajakan kapan saja dan di mana saja. Di sisi lain, Iman et al. (2023) mengungkapkan bahwa
pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rahayu
(2017:138) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta
melaksanakan ketentuan perpajakan, di mana wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat
dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga integrasi antara literasi digital dan pemahaman
peraturan perpajakan diyakini memiliki dampak yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama
Jakarta Cakung sebagai responden. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan
sumber pendukung lainnya. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 416.592 Wajib Pajak Orang
Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung. Besaran sampel ditentukan menggunakan
rumus Slovin dengan margin of error 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 Wajib Pajak
Orang Pribadi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive
sampling

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Ujit (Parsial)
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen secara parsia
Hasil Uji t
Coefficients”

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients

Wodel B Std. Error Eeta 1 Sig.

1 (Constant) 30.028 3.207 §.362 =.001
Literasi Digital 575 or2 538 7.968 = 001
Femahaman Peraturan -.305 051 -.405 -6.004 =001
Ferpajakan

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : SPSS Versi 30 (Diolah oleh peneliti, 2026)

Berdasarkan hasil di atas, diperoleh persamaan regresi: KWP = 30,029 + 0,575L —
0,305PP. Variabel Literasi Digital memperoleh nilai t hitung sebesar 7,968 yang lebih besar
dari t tabel (1,98472), dengan signifikansi <0,001 (<0,05), sehingga H1 diterima, yang berarti
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Literasi Digital secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi. Sebaliknya, variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan memperoleh
nilai t hitung sebesar -6,004 dengan signifikansi <0,001 (<0,05); nilai koefisien yang negatif
menunjukkan bahwa pengaruh variabel ini terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
bersifat negatif dan signifikan, sehingga H2 ditolak, yang berarti Pemahaman Peraturan
Perpajakan berpengaruh negatif namun signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi.

2. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan
terhadap variabel dependen

Hasil Uji F
ANOVA?®
Sum of
Maodel Squares df Mean Sguare F Sig.
1 Regression 1238.284 2 619.147 82.570 =.001"
Residual T27.346 a7 7.488
Total 1965.640 g5

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Femahaman Peraturan Perpajakan, Literasi Digital

Sumber : SPSS Versi 30 (Diolah oleh peneliti, 2026)

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 82,570 yang lebih besar dari F
tabel (3,09), dengan signifikansi <0,001 (<0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Literasi
Digital dan Pemahaman Peraturan Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga h0 ditolak dan ha diterima.

3. Uji Koefisien Determinasi (R?)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel
independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Model SummzmﬂJ
Adjusted B Std. Error of the
Model 4 R Square Square Estimate
1 794% B30 622 2.73832

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Peraturan Perpajakan,
Literasi Digital

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : SPSS Versi 30 (Diolah oleh peneliti, 2026)

Berdasarkan hasil di atas, nilai R sebesar 0,794 menunjukkan hubungan yang kuat
antara Literasi Digital dan Pemahaman Peraturan Perpajakan secara bersama-sama terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,622 menunjukkan bahwa kedua
variabel tersebut mampu menjelaskan 62,2% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,
sedangkan 37,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti sanksi

perpajakan, kualitas pelayanan petugas, atau tingkat kesadaran wajib pajak.
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Pembahasan

1.

Literasi Digital terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi (t = 7,968; sig. < 0,001; kontribusi = 37,8%). Semakin tinggi literasi
digital yang dimiliki wajib pajak, semakin meningkat pula kepatuhannya dalam memenuhi
kewajiban perpajakan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Agusetiawati et al. (2024) yang
menemukan bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi, serta Mardhatilla et al. (2023) yang menegaskan peran literasi
digital dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Wilayah kerja KPP Pratama
Jakarta Cakung sebagai kawasan industri dengan penduduk yang relatif aktif menggunakan
layanan digital menjadikan kemampuan mengoperasikan e-filing, e-billing, dan sistem
Coretax sebagai faktor yang langsung memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya,
sehingga hambatan teknis yang sebelumnya menjadi alasan ketidakpatuhan dapat
diminimalkan.

Pemahaman Peraturan Perpajakan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (t = -6,004; sig. < 0,001; kontribusi = 25,2%).
Temuan ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap
peraturan perpajakan tidak secara langsung mendorong peningkatan kepatuhan, karena
pemahaman yang dimiliki belum tentu diikuti oleh kesadaran yang kuat untuk memenuhi
kewajiban perpajakan secara sukarela. Hasil ini berbeda dari temuan Assaja dan Khotimah
(2025) maupun Sinuhaji et al. (2024) yang menyimpulkan hubungan positif antara
pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan arah ini
diduga terjadi karena penelitian ini dilakukan pada masa transisi penerapan sistem Coretax
yang baru diberlakukan penuh pada tahun 2025; wajib pajak yang lebih memahami detail
aturan perpajakan justru lebih menyadari kerumitan dan potensi risiko dalam sistem baru
tersebut, sehingga muncul sikap kehati-hatian atau kecenderungan menunda kepatuhan
hingga sistem benar-benar stabil, bukan karena tidak mau patuh.

Secara simultan, Literasi Digital dan Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (F = 82,570; sig. < 0,001),
dengan kemampuan menjelaskan 62,2% variasi kepatuhan (Adjusted R Square = 0,622).
Meskipun secara parsial kedua variabel menunjukkan arah pengaruh yang berlawanan,
model gabungan keduanya tetap kuat dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa
literasi digital dan pemahaman peraturan perpajakan bekerja secara kompleks dan saling
berinteraksi dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak, bukan berdiri sendiri-
sendiri secara sederhana, sehingga kombinasi keduanya tetap penting untuk dipahami
secara utuh dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan.

KESIMPULAN

1.

Literasi Digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi, dengan nilai t hitung sebesar 7,968 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,98472 dan
nilai signifikansi sebesar <0,001 (<0,05). Variabel ini mampu menjelaskan 37,8% variasi
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (R? = 0,378).

Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan nilai t hitung sebesar -6,004 (nilai absolut lebih besar
dari t tabel sebesar 1,98472) dan nilai signifikansi sebesar <0,001 (<0,05). Variabel ini
mampu menjelaskan 25,2% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (R =0,252), yang
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mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak
tidak secara langsung mendorong peningkatan kepatuhan, karena terdapat faktor-faktor lain
yang lebih dominan dalam memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3. Literasi Digital dan Pemahaman Peraturan Perpajakan secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan nilai F hitung sebesar
82,570 yang lebih besar dari F tabel sebesar 3,09 dan nilai signifikansi sebesar <0,001
(<0,05). Kedua variabel mampu menjelaskan 62,2% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi (Adjusted R Square = 0,622), sedangkan 37,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain
di luar model penelitian.
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